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Keterkaitan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate 
Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)

Abstract
The purpose of this study is to examine the relationship between political connection and tax aggesive-
ness with proxied through Cash Effective Tax Rate (CETR), and also see the institutional ownership to the 
relationship between connection political and tax aggesiveness with the capital intensity and firm size as 
control variables. This research was conducted on mining firms in Indonesia Stock Exchange (IDX) 2012-
2016. Data obtained by accessing the Indonesia Stock Exchange’s website. The samples in this study used 
purposive sampling technique in order to get a sample size of 18 companies and the number of observations 
is 65. The results of this study indicate that the connection political affect tax avoidance. The institutional 
ownership as moderating variable not affect relation between political connection and tax avoidance. While 
capital intensity also not affect on tax avoidance and firm size affect on tax avoidance.
Keywords: Political Connection, Good Corporate Governance, Firm size, Tax Aggresiveness, Cash Effective 

Tax Rate (CETR

Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak dengan 
diproksi melalui Tarif Pajak Efektif Tunai (CETR) dan juga melihat kepemilikan institusional terhadap 
hubungan antara koneksi agresivitas politik dan pajak dengan intensitas modal dan ukuran perusahaan sebagai 
variabel kontrol. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
2012-2016. Data diperoleh dengan mengakses situs web Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian 
ini menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan ukuran sampel 18 perusahaan dan jumlah 
pengamatan adalah 65. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan politik mempengaruhi penghindaran 
pajak. Kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi tidak mempengaruhi hubungan antara koneksi 
politik dan penghindaran pajak. Sedangkan intensitas modal juga tidak mempengaruhi penghindaran pajak 
dan ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak.
Kata Kunci: Koneksi Politik, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Ukuran Perusahaan, Agresivitas Pajak, 

Tarif Pajak Efektif Tunai

1. Pendahuluan
Menurut UU no 22 tahun 2011 Pasal 1 peneri-

maan perpajakan terdiri dari semua pajak dalam negeri 
dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri 
yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari pajak 
penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, 
pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan ba-
ngunan, bea dan cukai serta pajak lainnya. Pajak perd-
agangan internasional yaitu semua penerimaan negara 
yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. 
Penerimaan ini masih menjadi tulang punggung anggaran 
negara disamping penerimaan bukan pajak seperti migas 
dan non migas. Dalam situs (antaranews.com), Badan 
Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa neraca perdagan-
gan Indonesia pada Agustus 2015 mengalami surplus 
433,8 juta dolar Amerika Serikat, yang dipicu surplus 
sektor nonmigas sebesar 1,01 miliar dolar AS meskipun 
sektor migas mengalami defisit 580 juta dolar AS.

Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Teng-
gara di Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) 
pada tahun 2008 setelah menjadi net oil importer, dan 
diatur untuk menjadi pengimpor bensin terbesar pada 
tahun 2018 di tengah pertumbuhan pendapatan dan 
meningkatnya kepemilikan mobil dan bahan bakar yang 
subsidi. Seorang ahli masalah Pertambangan menyatakan 

pertambangan Indonesia dalam keadaan darurat. Artinya 
deposit tambang khususnya minyak yang dimilki Indo-
nesia semakin kecil jumlahnya. Menurutnya, meman-
faatkan kekayaan alam tersebut bagi kepentingan sebe-
sar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia juga kurang 
menggambarkan realisasi yang adil. Sebagian besar 
kekayaan tambang bangsa Indonesia disinyalir dinikmati 
orang asing

Di negara-negara berkembang banyak terjadi 
kasus agresifitas pajak,  sehingga terdapat deviasi atau 
adanya penyimpangan antara rencana dan realisasi pa-
jak. Agresivitas  pajak dilakukan dengan cara tidak mel-
aporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan 
keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai 
pajak (Uppal, 2005). Agresifitas pajak adalah strategi dan 
teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal 
dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan de-
ngan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang di-
gunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey 
area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan 
perpajakan itu sendiri. (Pohan, 2013).

 Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti 
ke perusahaan induk (parent company) berpotensi men-
gurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Dari 
laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan consumer 

Vidiyanna Rizal Putri
STIE Indonesia Banking School
vidiputri@ibs.ac.id



Putri, Keterkaitan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate... ISSN: 2302-4119

21

goods harus membayar royalti kepada holding company 
di Belanda, dari 3,5 persen meningkat ke 5 sampai 8 pers-
en mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-
2015, consumer goods tersebut stagnan di angka Rp 27 
triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5 persen menjadi 
8 persen, berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5 persen 
dikalikan Rp 27 triliun atau sekitar Rp 1,215 triliun. Po-
tensial loss PPh badan tahun 2015 adalah Rp 1,215 trili-
un dikalikan 25 persen atau sebesar Rp 303 milyar. Hal 
ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika 
dilihat dari sisi pajak bagi negara sumber penghasilan, 
karena 8 persen harga produk dibayar rakyat Indonesia 
lari ke royalti holding company. 

Koneksi politik sering terjadi di negara-negara 
berkembang dengan perlindungan hak milik lemah, ter-
masuk salah satunya di Indonesia (Fisman, 2001). Pada 
negara Indonesia, koneksi politik yang umumnya dilaku-
kan adalah dengan menempatkan orang yang mempunyai 
kedekatan dengan pemerintah ke dalam struktur organi-
sasi perusahaan, baik komisaris maupun direksi. Prano-
to dan Widagdo (2016) menyatakan pengisian sejumlah 
komisaris BUMN yang memiliki koneksi politik dengan 
pemerintah sudah dilakukan sejak rezim presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono, yang berlangsung dari tahun 2004 
hingga 2014. Koneksi politik juga tampak jelas pada 
awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan men-
gangkat komisaris BUMN yang berasal dari partai poli-
tik ataupun relawan untuk menduduki jabatan sebagai 
komisaris BUMN. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi 
politik merupakan hal yang umum terjadi dalam struktur 
organisasi perusahaan BUMN di Indonesia.

Dengan latar belakang diatas, maka dalam pe-
nelitian ini peneliti bertujuan untuk menguji pengaruh 
koneksi politik terhadap pengindaran pajak secara 
langsung, yang dimoderasi dengan kepemilikan insti-
tusional. Berdasarkan hasil uraian masalah yang timbul 
maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Koneksi Poli-
tik Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan 
Institusional Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pe-
rusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indone-
sia Periode 2012-2016)”

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis
Teori Agensi

Prinsipal adalah pemegang saham atau inves-
tor, sedangkan agen adalah manajemen yang mengelola 
perusahaan atau manajer. Inti dari hubungan keagenan 
adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di 
investor dan pengendalian di pihak manajemen. (Jao dan 
Pagalung, 2011)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa 
teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan tim-
bul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik 
ini disebut agency problem atau masalah agensi. Adanya 
pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusa-
haan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adan-
ya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak 
sesuai dengan keinginan atau kepentingan prinsipal.

Uraian teori di atas dapat dikaitkan dengan pe-
nelitian ini, dimana yang sudah dijelaskan bahwa teori 
agensi adalah teori yang muncul akibat adanya perbedaan 
kepentingan antara pihak pemilik yang mengharapkan 
kinerja perusahaan yang baik agar tingkat pengembali-
annya semakin tinggi dengan manajemen yang memiliki 

kepentingan sendiri dari bonus. Perbedaan kepentingan 
antara prinsipal dan agen dapat memengaruhi berbagai 
hal menyangkut kinerja perusahaan salah satunya kebi-
jakan perusahaan terkait pajak. Manajer sebagai agen 
mempunyai kepentingan untuk memperoleh kompensasi 
atau insentif sebesar-besarnya melalui laba yang tinggi 
atas kinerjanya dan pemegang saham ingin menekan pa-
jak yang dibayarkan melalui laba yang rendah.

Rekonsiliasi Fiskal
Menurut Agoes dan Trisnawati (2010) rekonsili-

asi fiskal adalah penyesuaian atas laba komersial yang 
berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan 
penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan per-
pajakan.

Resmi (2014) menjelaskan bahwa rekonsiliasi 
fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat per-
bedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi 
(komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). 
Laporan keuangan komersial merupakan laporan ke-
uangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuan-
gan (SAK). Sedangkan Laporan keuangan fiskal adalah 
laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan di-
gunakan untuk keperluan penghitungan pajak. (Suandy, 
2011).

Perbedaan catatan akuntansi komersial dan fiskal 
dikarenakan adanya perbedaan waktu pengakuan dan 
perbedaan tetap atau permanen. Berdasarkan dua perbe-
daan penyusunan laporan keuangan tersebut suatu entitas 
(wajib pajak) akan mengakibatkan perbedaan laba atau 
rugi (Resmi, 2014). Menurut Muljono dan Baruni Wicak-
sono (2009) rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah 
koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya 
perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur 
dalam menghitung laba secara komersial dengan secara 
fiskal.

Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Suandy (2011) menyatakan perencanaan pa-

jak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada 
tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap 
peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan 
penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya 
penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah un-
tuk meminimumkan kewajiban pajak. Sedangkan Syan-
thi, et al. (2012) menjelaskan bahwa perencanaan pajak 
merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak yang 
digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan 
dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengh-
indari pajak.

Sisi akuntansi menjelaskan bahwa pajak merupa-
kan biaya/beban yang akan mengurangi laba bersih, hal 
ini bertolak-belakang dengantujuan semua entitas bisnis 
yang ingin mempunyai laba besar (Wibawa et al., 2016). 
Timbulnya beban pajak akan membuat wajib pajak be-
rupaya untuk meminimalkan beban pajak dengan berb-
agai cara, mulai dari cara yang masih ada dalam bingkai 
peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar 
peraturan perpajakan.

Upaya untuk meminimalisasi pajak sering dise-
but dengan teknik tax planning (Rori, 2013). Ada beber-
apa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk 
meminimalkan beban pajak yaitu melalui penghematan 
pajak (tax saving). Penghematan pajak adalah satu cara 
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yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan 
utang pajaknya (Zain, 2007). Selain itu menurut Suandy 
(2011) cara lain untuk meminimalkan beban pajak adalah 
dengan melakukan pergeseran pajak (tax shifting), peng-
gelapan pajak (tax evasion), ataupun agresivitas pajak .

Agresivitas Pajak
Menurut Pohan (2013) mendefinisikan bahwa 

agresivitas  pajak adalah upaya penghindaran pajak yang 
dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena 
tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana 
metode dan teknik yang digunakan cenderung meman-
faatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat 
dalam undang-undang.

Penghindaran pajak adalah merupakan tindakan 
perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir beban 
pajak perusahaan. Pajak merupakan salah satu bentuk 
tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat 
melalui pemerintah. Dana hasil pembayaran pajak akan 
digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas 
Negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai 
kesejahteraan umum (Yoehana, 2013).

Untuk memperjelas, penghindaran pajak umum-
nya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (tax eva-
sion), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggu-
naan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi 
atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghinda-
ran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan 
celah (loopholes) yang terdapat dalam peraturan perpaja-
kan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau 
melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain 
untuk menghindari pajak (pajak.go.id).

Koneksi Politik
Faccio (2006) dalam Butje dan Tjondro (2014) 

menyatakan sebuah perusahaan dikatakan memiliki 
koneksi politik jika paling kurang satu pemegang saham 
utama (orang yang memiliki setidaknya 10 persen hak 
suara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki) atau satu 
dari pimpinan (CEO, presiden direktur, wakil presiden 
direktur, kepala bagian atau sekretaris) merupakan ang-
gota parlemen, menteri, atau memiliki hubungan dekat 
dengan tokoh atau partai politik.

Adanya koneksi politik juga dapat dikategorikan 
apabila perusahaan tersebut saham terbesarnya dimiliki 
oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pemilik perusahaan 
berkepentingan untuk meningkatkan kinerja perusa-
haan, salah satu cara yaitu menekan pajak yang terutang 
(Handayani, 2013). Pemerintah juga berperan sebagai 
pelaksana kegiatan negara memiliki kewajiban untuk 

meningkatkan penerimaan negara yang digunakan un-
tuk pembangunan negara, memberikan pelayanan sosial 
kepada masyarakat, mensejahterakan warga negaranya, 
dan sebagainya. Berdasarkan dua kondisi tersebut, akan 
muncul konflik pada diri pemerintah itu sendiri, yaitu 
dari sisi peran pemerintah sebagai pemilik dan perann-
ya sebagai penyelenggara kegiatan negara (Dharma dan 
Ardiana 2016). 

Dalam penelitian Mulyani et al., (2014) men-
gatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif dan 
signifikan, hal ini diduga karena dalam peraturan perpa-
jakan diatur tentang transaksi dengan pihak yang mem-
punyai hubungan istimewa. Selain itu, perusahaan yang 
mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung oleh Pe-
merintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah (BUMN/
BUMD) merupakan wajib pajak berisiko rendah. Peneta-
pan tersebut mengindikasikan bahwa DJP mempercayai 
perusahaan tersebut sebagai wajib pajak yang tidak mun-
gkin melakukan tindakan agresivitas pajak. Oleh karena 
itu, berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan 
hipotesis yaitu:

H1: Koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap 
agresivitas pajak

Kepemilikan Intitusional
Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) 

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham 
oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan 
hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta 
institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki we-
wenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja ma-
najemen.

Merslythalia dan Lasmana (2016) menyatakan 
bahwa kepemilikan institusional merupakan pihak yang 
memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi 
yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemam-
puannya untuk memonitor manajemen lebih besar.

Dengan adanya kepemilikan institusional di sua-
tu perusahaan maka kepatuhan dan kinerja manajemen 
akan meningkat. Semakin besar kepemilikan institusi 
keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan 
dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk menga-
wasi manajemen dan akibatnya akan memberikan doron-
gan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpaja-
kan. (Amila, 2016).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan 
Merslythalia dan Lasmana (2016) menyatakan bahwa 
kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 
tax avoidance. Hal ini dapat disebabkan baik besar atau 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
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kecil persentase kepemilikan saham dapat mampengaruhi 
kebijakan yang diambil. Didukung dengan penelitian 
Amila (2016) yang menunjukkan bahwa semakin besar 
jumlah investor institusional di dalam struktur pemegang 
saham perusahaan, maka penghindaran pajak semakin 
berkurang. Investor institusional merupakan investor 
yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi 
oleh perusahaan yang bersangkutan cenderung mematuhi 
aturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga akan meng-
hindari tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan pen-
jelasan tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah:

H2: Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi 
berpengaruh signifikan terhadap hubungan koneksi 
politik dengan agresivitas pajak

3. Metode Penelitian
Data dan Sampel

Objek pada penelitian ini adalah seluruh peru-
sahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada periode 2012-2016. Perusahaan tambang yang ter-
daftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016 ter-
dapat 41 perusahaan, dengan kriteria yang telah ditetap-
kan maka hanya 18 sampel perusahaan tambang yang 
dijadikan data penelitian, dengan total observasi peneli-
tian sebanyak 65. Pemilihan sampel ditentukan dengan 
metode purposive sampling. Tabel 1 menunjukkan pros-
es seleksi sampel dalam penelitian ini.

Operasionalisasi Variabel
a. Agresivitas Pajak

 Menurut Pohan (2013) mendefinisikan bahwa 
agresivitas  pajak adalah upaya penghindaran pajak yang 
dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena 
tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana 
metode dan teknik yang digunakan cenderung meman-
faatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat 
dalam undang-undang.Pada penelitian ini agresivitas  
pajak diukur dengan menggunakan perhitungan Cash 
Effective Tax Rate (CETR). CETR adalah model yang 
dikembangkan oleh Dyreng et. al. (2010), yaitu sebagai 
berikut:

CETR = 

b. Koneksi Politik
 Dengan proksi kepemilikan langsung oleh 

pemerintah, variabel ini dihitung dengan menggu-
nakan dummy yaitu, nilai 1 untuk adanya kepemilikan 
langsung oleh pemerintah atau kepemilikan diatas 10% 
oleh pimpinan perusahaan seperti CEO, presiden direk-

tur, wakil direktur dan 0 untuk tidak ada nya kepemilikan 
langsung oleh pemerintah pada perusahaan atau kepemi-
likan langsung oleh pemerintah dan kepemilikan diatas 
10% oleh pimpinan perusahaan seperti CEO, presiden 
direktur, wakil direktur.

c. Kepemilkan Institusional
 Menurut (Ngadiman dan Puspitasari, 2014) 

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh 
pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, 
institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi 
lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang 
untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen.

 Dalam penelitian ini diukur dengan menggu-
nakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki 
insitusi dari seluruh modal saham yang beredar sesuai 
dengan penelitian Feranika (2016).

Kepemilikan Institusional =  

d. Capital intensity 
 Rasio intensitas modal adalah aktivitas investa-

si yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan 
investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan 
persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas mod-
al dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam 
menggunakan aktivanya untuk menghasilkan penjualan. 
(Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Dalam penelitian ini 
capital intensity dihitung dengan menggunakan perhitun-
gan sebagai berikut:

Capital Intensity =

e. Ukuran perusahaan
 Ukuran Perusahaan dilihat dari total aset yang 

dimiliki oleh perusahaan, total aset dapat dipergunakan 
untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan 
memiliki total aset yang besar, pihak manajemen akan 
leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusa-
haan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini 
sebanding dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh 
pemilik atas asetnya. (Dewi dan Wirajaya, 2013).

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Ln 
(natural logaritma) total asset yang di rumuskan sebagai 
berikut (Richardson dan Lanis, 2007): 

Firm Size= Ln (Total Asset)

Metode Analisis Data
Metode analisis data menggunakan analisis statis-

tik deskriptif, analisis regresi berganda, uji normalitas, 
Tabel 1. Proses Seleksi Sampel

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

Kriteria Jumlah
Jumlah perusahaan tambang yang menyajikan mata uang dalam bentuk rupiah tahun 2012 19
Jumlah perusahaan tambang yang menyajikan mata uang dalam bentuk rupiah tahun 2013 17
Jumlah perusahaan tambang yang menyajikan mata uang dalam bentuk rupiah tahun 2014 16
Jumlah perusahaan tambang yang menyajikan mata uang dalam bentuk rupiah tahun 2015 14
Jumlah perusahaan tambang yang menyajikan mata uang dalam bentuk rupiah tahun 2016 14
Jumlah Populasi 80
Outlier (15)
Total Observasi dalam penelitian 65
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dan uji asumsi klasik. Penelitian ini akan menggunakan 
pengujian dengan menggunakan alat statistic Eviews 9 
dengan melakukan persamaan regresi berganda.

Analisis Persamaan Regresi
Dalam penelitian ini menggunakan analisis re-

gresi berganda untuk melihat seberapa besar pengaruh 
variabel independen, variable moderasi, variable kontrol 
terhadap variabel dependen. Selain itu, untuk mengeta-
hui sejauh mana pengaruh variabel independen, variabel 
moderasi, variabel kontrol terhadap variabel dependen 
secara parsial. Model yang dilakukan dalam penelitian 
ini adalah:

CETRi,t = β 0 + β1KPi,t + β2INSTOWi,t + β3KP*IN-
STOWi,t + β4CINTi,t + β5SIZEi,t + ei,t

Keterangan:
CETRi,t  =  Cash Effective Tax Rate
β i,t  =  konstanta
β1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien regresi
KPi,t  =  Koneksi Politik
INSTOWi,t  =  Kepemilikan Intitusional
KP*INSTOW = Interaksi Koneksi Politik de-
ngan Kepemilikan Institusional
CINTi,t  =  Capital Intensity
SIZEi,t  = Ukuran Perusahaan
ei,t  =  error term

4. Hasil Penelitian
Statistik Deskriptif
a. Agresivitas Pajak (CETR)

Variabel Agresivitas Pajak yang diproksikan de-
ngan CETR merupakan variabel dependen yang diukur 
menggunakan cash effective tax rate. Variabel Agresivi-
tas Pajak memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,1533 
dan nilai standar deviasi 0,2091. Hal ini menunjukan 
bahwa nilai rata-rata (mean) lebih rendah dibandingkan 
dengan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa 
data di dalam variabel ini kurang terdistribusi dengan 
baik.

b. Koneksi Politik
Untuk nilai rata-rata (mean) dari variabel konek-

si politik ini adalah 0,2153 dan standar deviasi sebesar 
0,4142. Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) 
lebih rendah dibandingkan dengan nilai standar deviasi 
yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini ku-
rang terdistribusi dengan baik.

c. Kepemilikan Institusional
Untuk variabel kepemilikan institusional mer-

upakan variabel pemoderasi merupakan hasil pembagian 
hasil jumlah saham yang dimiliki insitusi dari seluruh 
modal saham yang beredar. Variabel kepemilikan insti-
tusional memiliki rata-rata (mean) 0,5267 dan standar 
deviasi 0,3603. Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-rata 
(mean) lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar 
deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel 
ini terdistribusi dengan baik.

d. Capital Intensity
Untuk variabel kontrol yaitu intensitas modal 

atau capital intensity dihitung dari total aset tetap dibagi 
dengan seluruh total aset. Capital intensity memiliki ra-
ta-rata (mean) sebesar 0,2576 dan standar deviasi sebesar 
0.1812. Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) 
lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi 
yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini ter-
distribusi dengan baik.

e. Ukuran Perusahaan
Variabel kontrol ukuran perusahaan yang 

diproksikan dengan size merupakan variabel kontrol 
dalam penelitian ini, yang diukur dengan cara logarit-
ma natural dari total aset perusahaan tersebut. Variabel 
ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata (mean) se-
besar 28,0590 dan standar deviasi sebesar 1,3695. Hal 
ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi 
dibandingkan dengan nilai standar deviasi yang mem-
buktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi 
dengan baik.

Uji Chow
Berdasarkan hasil Uji Chow pada tabel 3, diper-

oleh nilai probabilitas dari cross-section F adalah 0,0005 
dan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 
hasil regresi model menggunakan fixed effect.

CETR KP INSTOW CINT SIZE
Mean 0.153396 0.215385 0.526784 0.257624 28.05906

Median 0.138390 0.000000 0.663226 0.274671 27.99026
Maximum 0.553558 1.000000 0.970000 0.764074 31.04404
Minimum -0.324951 0.000000 0.000000 0.005078 25.72413
Std. Dev. 0.209163 0.414288 0.360344 0.181263 1.369597
Skewness -0.023607 1.384690 -0.389275 0.337034 0.357421
Kurtosis 2.080559 2.917367 1.611215 2.547700 2.661289

Jarque-Bera 2.295586 20.78997 6.865259 1.784639 1.694672
Probability 0.317336 0.000031 0.032302 0.409704 0.428555

Sum 9.970757 14.00000 34.24096 16.74555 1823.839
Sum Sq. Dev. 2.799946 10.98462 8.310277 2.102793 120.0509

Observations 65 65 65 65 65

Tabel 2. Statistik Deskriptif
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Uji Hausman
Berdasarkan hasil Uji Hausman pada tabel 4, be-

sar nilai probabilitas cross section random adalah sebesar 
0,5345. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 
0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi persa-
maan dalam penelitian ini menggunakan model random 
effect.

Uji Normalitas
Pada gambar 2 menunjukkan bahwa semua vari-

abel telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjuk-
kan dengan nilai probability yaitu 0,651504 dan nilai 
perobabilitas tersebut berada diatas 0,05. Dengan hasil 
ini maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribu-
si normal dengan jumlah observasi sebanyak 65.

Uji Multikolinieritas
Hasil yang didapat dari correlation matrix pada 

tabel 5 menunjukkan korelasi antar variabel kurang dari 
0.80, artinya tidak ada unsur multikoleniaritas di dalam 
penelitian ini.

Uji Autokorelasi
Seperti yang disajikan pada tabel 6 bahwa nilai 

Durbin-Watson pada model penelitian sebesar 1,594836 
yang artinya bahwa nilai D-W sesuai dengan kriteria 
yang telah ditetapkan yaitu D-W berada di antara 1,54 - 
2,46 (Winarno, 2011) sehingga dapat disimpulkan bahwa 
model penelitian tidak mengalami autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan data pada tabel 7, bahwa tidak 

adanya probabilitas koefisien yang nilainya dibawah 
0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya het-
eroskedastisitas dalam kedua model penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)
Nilai probabilitas dari F-statistic dari model pe-

nelitian sebesar 0,007910 sehingga nilai probabilitas dari 
F-statistic lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunju-
kan bahwa regresi secara simultan dari koneksi politik 
yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional dengan 
variabel kontrol capital intensity dan ukuran perusahaan 
bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak 
sebagai variabel dependen.

Uji Parsial (Uji t) 
Hasil uji parsial (Uji t) dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: HASIL
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 2.767422 (12,47) 0.0063
Cross-section Chi-square 34.741781 12 0.0005

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: HASIL
Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 7.273985 5 0.2010

KP INSTOW CINT SIZE

KP 1 -0.7522699552997179 0.0922528741875908 0.37421474296391
INSTOW -0.7522699552997179 1 -0.1679734747049514 -0.2252271296576921

CINT 0.0922528741875908 -0.1679734747049514 1 0.2700784924199835
SIZE 0.37421474296391 -0.2252271296576921 0.2700784924199835 1

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas
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Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 65

Mean       6.53e-17
Median  -0.012697
Maximum  0.446557
Minimum -0.436891
Std. Dev.   0.195922
Skewness   0.062578
Kurtosis   2.451597

Jarque-Bera  0.856945
Probability  0.651504

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
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Koneksi Politik
Hasil pengujian membuktikan bahwa koneksi 

politik memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Hal 
tersebut menunjukkan semakin banyak suatu perusahaan 
yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat atau pe-
merintah daerah (BUMN/BUMD) maka cash effective 
tax rate akan semakin rendah, ini mengindikasikan bah-
wa semakin tingginya tingkat penghindaran pajak, begitu 
juga sebaliknya.

Karena aktivitas dalam dunia usaha harus 
mendapat izin dari pemerintah untuk kegiatannya dalam 
pasar dan pemerintah juga membutuhkan perusahaan 
guna menaikan pendapatan ekonomi Negara melalui 
perusahaan yang dinaungi dalam Badan Usaha Milik 
Negara. Ini mengakibatkan terjadinya dua kepentingan 
antara pemerintah sebagai pelaksana yang berkewajiban 
meningkatkan penerimaan Negara serta kepentingan 
pemerintah sebagai pemilik perusahaan yang memiliki 
kepentingan terhadap kinerja perusahaan agar meningkat 
dan terhadap investasi atas perusahaan harus melakukan 
pengembalian yang salah satu caranya adalah dengan 
melakukan penghindaran pajak. Masih ada perusahaan 
yang melakukan praktik penghindaran pajak terutama 
dari pihak BUMN. Perilaku individu karena mempunyai 
niat atau keinginan untuk melakukan perilaku tertentu 
menjadi sifat dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan 
untuk memperoleh manfaat dari kelemahan peraturan 
berlaku untuk siapa saja, tidak terkecuali BUMN seka-

lipun.
Hasil penelitian Mulyani, et al (2013) menemu-

kan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap 
penghindaran pajak. Begitu juga dengan penelitian Teh-
puring dan Rossa (2016) yang meneliti koneksi politik 
terhadap penghindaran pajak, dengan hasil koneksi poli-
tik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional
Variabel moderasi kepemilikan Institusional 

menunjukan hasil tidak berpengaruh dan signifikan. Hal 
ini menunjukkan bahwa banyaknya kepemilikan institusi 
pada suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi hubun-
gan koneksi politik dengan Agresivitas pajak.

Kepemilikan institusional tidak dapat memoder-
asi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pa-
jak, hal ini disebabkan karena kepemilikan institusional 
menggambarkan besarnya saham yang dimiliki oleh in-
stitusi. Institusi seperti pemegang saham lainnya bertugas 
untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan 
sama dengan pemegang saham lainnya, pemegang saham 
institusional juga menginginkan bonus dari hasil kinerja 
perusahaan. Sehingga hal ini memungkinkan keberadaan 
pihak institusional cenderung tidak memperhatikan ke-
bijakan perencanaan pajak perusahaan tetapi lebih fokus 
pada bonus dari laba perusahaan yang menyebabkan mo-
tif yang dilakukan cenderung pada manajemen laba, bu-
kan pada Agresivitas pajak. 

Weighted Statistics

R-squared 0.228114    Mean dependent var 0.088233
Adjusted R-squared 0.162700    S.D. dependent var 0.190632
S.E. of regression 0.174436    Sum squared resid 1.795248
F-statistic 3.487227    Durbin-Watson stat 1.594836
Prob(F-statistic) 0.007910

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: LOG(RES2)

Method: Panel Least Squares
Date: 10/17/17   Time: 22:49
Sample: 2012 2016
Periods included: 5
Cross-sections included: 13
Total panel (balanced) observations: 65

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

KP -0.679138 1.016818 -0.667905 0.5068
INSTOW -1.804382 1.119960 -1.611113 0.1124

CINT -0.275574 1.517117 -0.181643 0.8565
SIZE 0.018585 0.214058 0.086824 0.9311

C -3.658275 5.817240 -0.628868 0.5318

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Weighted Statistics

R-squared 0.228114    Mean dependent var 0.088233
Adjusted R-squared 0.162700    S.D. dependent var 0.190632
S.E. of regression 0.174436    Sum squared resid 1.795248
F-statistic 3.487227    Durbin-Watson stat 1.594836
Prob(F-statistic) 0.007910

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)
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Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Re-
inaldo (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan in-
stitusional tidak berpengaruh terhadap Agresivitas pajak.

Capital Intensity
Variabel kontrol capital intensity menunjukan 

hasil tidak berpengaruh signifikan. Dalam penelitian ini 
hasil menunjukan bahwa rata-rata perusahaan memiliki 
proporsi aset tetap dibandingkan total aset yang rendah 
sehingga keberadaan capital intensity tidak mempen-
garuhi perusahaan yang memiliki koneksi politik dalam 
melakukan tindakan Agresivitas pajak.

Capital intensity merupakan rasio yang menun-
jukkan seberapa besar proporsi aset tetap dibandingkan 
dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan 
yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan 
membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan 
mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat 
pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak pe-
rusahaan. Dalam penelitian ini hasil menunjukan bahwa 
rata-rata perusahaan memiliki proporsi aset tetap diband-
ingkan total aset yang rendah sehingga keberadaan capi-
tal intensity tidak mempengaruhi perusahaan yang memi-
liki koneksi politik dalam melakukan tindakan pengh-
indaran pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ku-
riah (2016) yang menyatakan bahwa capital intensity ti-
dak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pe-
nelitian sejalan lainnya yang dilakukan oleh Mulyani, et 
al (2013) juga menemukan bahwa capital intensity tidak 
berpengaruh terhadap Agresivitas pajak.

Ukuran Perusahaan
Variabel kontrol ukuran perusahaan menunjukan 

hasil berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bah-
wa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin 
tinggi cash effective tax rate (CETR) pada perusahaan 
yang mengindikasikan semakin semakin rendahnya ting-
kat Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusa-
haan besar akan mempunyai sumber daya manusia yang 
berkualitas contohnya dalam mengelola pajak. Dengan 
besarnya aset perusahaan, maka perusahaan akan dapat 
melakukan manajemen pajak dengan maksimal. Pi-
hak manajemen akan memanfaatkan beban penyusutan 
dan amortisasi dari total aset yang dimiliki perusahaan 

sebagai pengurang laba kena pajak sehingga pajak ter-
utang akan semakin kecil, hal ini juga sesuai dengan un-
dang-undang perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian 
ini didukung oleh penelitian Kurniasih dan Sari (2013), 
Wijayanti et, al. (2016) yang menyatakan ukuran perusa-
haan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
Penelitian sejalan lainnya dilakukan oleh Swingly dan 
Sukartha (2015) yang juga menyatakan ukuran perusa-
haan berpengaruh positif terhadap Agresivitas pajak.

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang tel-

ah dilakukan maka hasil penelitian yang telah dilakukan 
dapat disimpulkan, variabel koneksi politik berpengaruh 
terhadap Agresivitas pajak. Variabel kepemilikan institu-
sional sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh ter-
hadap koneksi politik dengan Agresivitas pajak. Variabel 
capital intensity sebagai variabel kontrol tidak berpen-
garuh terhadap Agresivitas pajak. Variabel ukuran peru-
sahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap 
Agresivitas pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya meng-
gunakan data perusahaan tambang dengan jumlah sampel 
18 perusahaan dari 41 perusahaan yang terdaftar di BEI 
selama periode pengamatan 2012-2016, secara umum 
tergolong sedikit bila dibandingkan dengan keseluruhan 
perusahaan go public yang terdaftar dalam BEI, sehingga 
kurang mampu menggeneralisasi hasil penelitiannya. Se-
lain itu dalam penelitian ini hanya menggunakan laporan 
keuangan perusahaan tambang dengan mata uang rupiah, 
namun banyak perusahaan tambang yang menggunakan 
dengan mata uang dollar.

Bagi penelitian berikutnya diharapkan menggu-
nakan proksi lainnya untuk melihat Agresivitas pajak da-
lam beberapa sudut pandang seperti ETR, Current ETR, 
dan GAAP ETR. Untuk penelitian selanjutnya diharap-
kan dapat menggunakan seluruh perusahaan tambang 
yang menggunakan mata uang rupiah maupun mata uang 
dollar untuk meneliti Agresivitas pajak. Selain itu Direk-
torat Jendral Pajak (DJP) perlu menambah pengawasan 
pihak fiskus pada perusahaan-perusahaan, khususnya pe-
rusahaan kecil sehingga kegiatan Agresivitas pajak tidak 
terjadi.
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